BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Tahapan pengadaan tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012
tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum,
meliputi: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Pada
tahapan persiapan, instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan
penetapan lokasi kepada gubernur. Gubernur menetapkan lokasi dalam waktu
paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan
permohonan penetapan oleh Instansi yang memerlukan tanah.

Sedangkan untuk pengadaan tanah skala kecil yaitu pengadaan tanah
dibawah 5 (lima) hektar diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Presiden Nomor 71 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 yaitu pada Pasal 53
ayat (3). Dalam Perpres Nomor 71 Tahun 2012, tidak diwajibkan adanya
permohonan penetapan lokasi, selain itu penilaian tanahnya menggunakan
hasil penilaian jasa penilai.

Namun terdapat konsekuensi hukum atas tidak adanya penetapan lokasi
atas pengadaan tanah skala kecil yaitu mengakibatkan instansi yang
memerlukan tanah tidak dapat melakukan konsinyasi atau penitipan ganti
kerugian di pengadilan karena salah satu syarat yang diatur dalam Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan
Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam
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Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum adalah
penetapan lokasi yang ditetapkan oleh gubernur atau walikota/bupati.

. Saran

Berkaitan dengan kesimpulan yang ada maka saran-saran yang mungkin dapat
dijadikan pertimbangan terutama untuk para pengambil kebijakan dalam
setiap pengadaan tanah bagi kepentingan umum, adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah melakukan tahapan penyuluhan dan
musyawarah dilakukan per desa, tidak digabung untuk beberapa desa
dan dilakukan di kantor desa atau kantor kecamatan yang terdekat
diantaranya. Hal ini bertujuan agar tercipta efektifitas komunikasi
antara Panitia Pengadaan Tanah dan masyarakat.

2. Perlu dipertimbangkan prosedur pembebasan tanah untuk Kantor
Insatansi Pemerintah sehingga waktu dan prosedur bisa diperpendek,
dan juga perlu dipertimbangkan adanya suatu kebijakan yang lebih
memberi penghargaan terhadap nilai sertipikat.

3. Agar Panitia lebih mempersiapkan dana secara matang dalam hal

pemberian ganti rugi sehinggi tidak melebihi 60 (enam puluh) hari
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PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN :

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok -Pokok
Agraria (Lembaran Negara 1960-104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2043).

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi
Kepentingan Umum.

Undang Undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah dan
Benda Benda yang ada di Atasnya .

Peraturan Presiden RlI Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Rl Nomor 5 Tahun 2012 Tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.



